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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BoMBANm .
NOMOR 10 TAHUN 2005 ' i |

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN?
GALIAN GOLONGAN € ' 11}
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Menimbang : a. bahwa kekayaan sumber daya atam berupa bahanltambang merupakan
karunfa dan rahmat dari Tuhan Yang Maha:Esa ! yang perlu dijaga,
dilestarikan dan dimanfaatkan sebesar-l::ifa!sar |untuk _kemakmuran
’ rakyat R : :
. ' b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerinta Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah, .maka, Retribusi Izin\ Pertambangan
Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu jel m Retribusi lain-lain
yang dikelola oleh Daerah Kabupaten; i'E I |
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d:maksud dalarn huruf

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retnbusr izin
Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan Gl : o
Co HI Ry
-Mengingat . : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang (etentuan ketentuan
Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967

‘Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara aRepub}lll IndoneSIa Nomor

2837, i

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 - tentang . Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia tTahun 1981 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209),
3. Undang-Undang Nomor 18 :Tahun 1987 tentanng’aJak Daerah dan
. Retribusi Daerah sebagaimana telah dlubah:dengan Undang-Undang
. Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah' daanetnbusx (Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Tahun 2000; ‘Nomor 1246, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4048), ! } :

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotlsme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor _75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); -+'!: " |i] |

5. ‘Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003I tentang Pembentukan

- Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan kabupaten Kolaka
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144,
“Tambahan Lembaran Negara Republik- Indonesm Nomor 4339);

6. .- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun AOU4I Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor {4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembamn Negara Republik
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Indonesna Tahun 2004 Nomor 126, Tambaﬁan
- Republik Indonesia Nomor 4438); - 1. .:

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan '
* Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LembarantNegara Republik -
Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
" Indonesia Nomor 29168); -~ ‘

9. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1980’ entang Penggolongan

I.!embaran Negara

“Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republlk indonesia Tahun 1980

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhq ndOI"IESla Nomor
3174), : M.ﬂ e i .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ’tenta‘ng Pelaksanaan
'KUHAP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lernbaran Negara
* Republik Indonesi Tahun 1983 Nomor. 36 Tambahan Lembaran Negara
. Republik Indonesia Nomor 3258); . - *?fi*

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

. ‘(Lembaran Negara Republlk Indonesi; Tahun 2001 Nomor 119,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indone51a 4omor 4139),

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomora26 Ta ahun 1994 tentang

-----

. - 13. Keputusan Menteri Pertambangan : Nomor| u388 [(IOOBIM PE/1995
. - “tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan ngkungan'
. dan Upaya Pemantauan Lingkungan; . ', {!]| _
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor- 43 Tahun 1999 tentang Sistem
_ Administrasi Pajak, Retribusi dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 [I‘ahun 2005 tentang
" Pembentukan 0rgamsasa dan Tata Ker]a Perangl.at Daerah Kabupaten
Bombana' L L ;igf <
o - N oot .
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i :
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o Dengan Persetujuan Bersama ; ', R
; i } :.s b
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
- ~dan . rt I I

| MEMUTUSKAN :

o Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG REI’RIBUS! IZIN UbAHA PERTAMBANGAN
'BAMANGALIANGOLONGANC: .~ 10 ] S

BABI |
'KETENTUAN UMUM

Pasa! 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan: i i |

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana ; e _
' b _ Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana i
- Kepala Daerah adalah Bupati Bombana; - * SN
- Pejabat adatah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bldanglRetrlbum Daerah sesuai -
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; @ [i'i - [ |
‘ Badan adatah sekumpulan orang dan atau modat yanga: merupakan kesatuan baik yang '
- malakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha: yang| meliput1 Perseroan
 Terbatas, Perseroan Komandlter, Perseroan lalnnya, Badan Usal‘a Mlhk Negara atau

p ;‘: [
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Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Flrma, Kong51, Kopera51 Dana pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa,’ Orgamsa.d SOSlal Politik atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga bentuk Usaha tetap dan bentuk badan lainnya,
Penyelidikan - llmiah adalah penyelidikan ' secara geologis umun atau | geofisika, -
didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan makSJd untuk membuat
peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda - tancja adanya bahan gallan pada
umumnya; ?f;if‘ Iy
Eksplorasi adalah segala penyelidlkan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih
teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian; -! 7 1" ’ i _
Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk Ienghasxlkan bahan

!

galian dan memanfaatkannya; SRR
Pengolahan/Pemurnian adalah peker;aan untuk mempertmggi mutd bahan gatian serta
untuk memanfaatkan dan mempercleh unsur - unsur yang terdapat pada bahan galian ;

PenJualan adalah segala usaha penjualan ‘bahan galian dan ha51[ pengolahan!
pemurnian bahan galian; SHH '
Retribusi Penzman tertentu adalah Retnbusi atas keglatan ter tentu daerah dalam
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasai'i“‘a‘téls kegfatan pemanfaatan
ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan j _
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retnbum i :
Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten ' Bombana, 11N
Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian- yang! bukan |strateg|s dan vital
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat:({1) huruf ¢: Undang undang Nomor 11 Tahun
1967 jo pasal 1 huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 27. Tahun 1980;'
Usaha "Pertambangan Bahan Galian Galongan C terdm,atas usaha pertambangan
eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan' '
Surat Izin Pertambangan Daerah disingkat SIPD adalah’ fkuasa|pertambangan yang
berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebag1an u5ah_a\ pertambangan Bahan
Galian Golongan C; SN Foo

Wilayah Pertambangan adalah lokasi dzmana dltentukan tempat untuk dlusahakan

penambangannya oleh pemohon; o HI il i‘! :

.- luran Pertambangan Daerah adalah iuran yang d1kenakan kepada pemegang SlPD bahan

galian golongan c, yang terdiri dari iuran tetap dan furan produksi; {| {l| =
luran Tetap adalah iuran atas tanah seluas witayah SIPD. yang chbenkan yang terdiri dari
juran tetap eksplorasi dan iuran tetap eksploitasi; ! l 3 ;

furan Produksi adalah luran atas Hasil eksplarasi dan eksplmtasn, il

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah ! serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik Pegawai. Negeri Sipil, - selanjutnya dlsebut iPenyidlk untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang -dengan bukti ;ltl.l membuat terang tindak °

8 Pidana di Bldang Retnbu51 Daerah yang. terjadl serta menen}ukan tersangkanya.

el L
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI RE

Pasal2 .'%:'-""9 aHE

‘Dengan nama Retribusi lzin Usaha. Pertambangan Bahan | Galia? Golongan C dipungut
retribusi. .
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PasalB S 1,;

(1) Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha keglatangeksplorasi

dan eksplmtaSI

pemurnian/pengolahan, pengangkutan dan penjualan Jenis. Bahan Ga‘lan Golongan C.

(2) Jenis Bahan Galian sebagaimana dimaksud,pada ayat (1)iterdiri atas|: Nitrat-nitrat,
Pospat-posfat, Garam batu (halite), Asbes, Talk, Mika, Grafit,! Magnesit,
Tawas {Alun), Oker, Kaolin, Permata, Batu Setengah Perrnata, Pa.nr Kwarsa, Feldspar,
Gips, Bentonik, Tras, Obsidian, Perlit, Tanah Diatomae, ,Tanah Serap, Marmer, Batu
Tulis, Batu Kapur, Dolomit, Kal51t, Granit, - Adisit, Basalt‘ Tanah Liat' Pasir, Kenkﬂ
Tanah urug dan Zeolit, sepanjang tidak mengandung . Unsur-un..ur |bahan galian

golongan A maupun B dalam jumlah yang berarti ditinjau

pertambangan. e

Pasal4 ; f

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang diberikan Izin Usahal un
atau mengeksploitasi, pengolahanlpemurman, pengangkutan dan penjual

Yorosit, Leusit,

_idari segi ekonomi

tuk menéeksplorasi

|n Bahan Galian

Golongan C. AEEIEIS
BAB I eIt
GOLONGAN RETRIBUSI il
Pasal5 ; :
Retribusi lzin Usaha Pertambangan Bahan Gahan Golongan C dlgolongkan sebagai Retribusi
Perizinan Lain-lain. . - 2 ! B T
BAB IV S

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

-,;;;;mn

' '*..ii i"i

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin , luas iwilayrf

1 i | | Pasalé

-serta jumlah produksi Jenis Bahan Galian. s EESLLNE

BAB:V e 3
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKT

DAN BESARNYATARIF ! !‘.: |

Pasal 7

i
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151 dan jangka waktu

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tanl ’retribusi didasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua biaya penyelenggaraan pembenan Izin

Usaha Pertambangan Bahan Gatian Golongan C. FrEE

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi- Pengecekan dan pengukuran lokasi
tempat usaha, biaya pemeriksaan, biaya - transportasi dalam rangka pengawasan dan

pengendahan | o . _ ;m |
BABVI b
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRJBUSI
Pasals ' '._ei_;._;
(1)Pemegang SIPD di wajibkan membayar tarif berupa juran tetalp o

(2) Besarnya luran sebagafmana dimaksud pada ayat (1) d1tetapkan sebagal

RN B

r‘.i

i

]

berikut ¢

- a. luran tetap SIPD eksplorasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus nbu rdp:ah)lHaltahun,

'b. luran tetap SIPD eksplmta:n sebesar Rp 500.000,- (lirna
- Ha/tahun; . o _'z;;a?:-

atus

ribu . ruplah] /
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c. luran tetap SIPD pengolahan dan pemum1an sebesar Rp 700 000,-‘,'(tujuh ratus ribu

rupiah}/ tahun; - ’ “’ -’1 |

~d. luran tetap SIPD pengangkutan sebesar Rp 1 .000.000,- (satu juta ruplah)!tahun H
e. Iuran tetap SIPD penjualan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupilah]ltahuni

BAB VII R
WILAYAH PEMUNGUTAN: - ./ 1 |

Pasal 9 . i)

Retribusi terutang dipungut di wnlayah daerah tempat izin usaha dlb?nk‘ganl

BAB VIII
USAHA PERTAMBANGAN .., = " |11}

Pasal10 ’ BT
(1) Usaha Pertambangan hanya dapat dilakukan dengan terleblh dahulu m

e

(2) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat dilakukan' oleh:

Fii

Perusahaan Negara ; E ; ”__: i
Koperasi; - ' o
Badan Hukum Swasta yang dldlnkan sesuai dengan Peraturan Perh
Republik Indonesia berkedudukan di - Indonesia mempunya
 berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesié
_ usaha dibidang pertambangan ; G I

anoe

D

Perusahaan Daerah ; . RN 3  :

f ﬁe_ngurus yang

rriperﬁleh SIPD.

d_éang-‘:undangan

dan mempunyai

: f '
e. Perorangan yang berkewarganegaraan lndonesia bertempat tmggal di Daerah ;

i1l

et

- Usaha Milik Daerah ; - i ‘ 1
g. Perusahaan dengan Modal bersarna antara NegaralBUMN daﬁ

f. Perusahaan dengan Modal bersama antara NegaraIBadan Usaha Mll!k N'egajra /Badan

atau Daerah/

Perusahaan disatu pihak dengan Badan Hukum Swasta atau Pe||'oranga3|1 tersebut pada

“huruf ddane; .'5?;5115. '

h. Perusahaan lain di luar tersebut d1atas termasuk Pelrus;exhéa:n} Asing atau

~ perwakilannya. _'?_; B .1| | |
IR
Pasal11

|
i
i
i

(1) Pemohon SIPD dengan luas w1layah dapat dlbenkan makswnal 5 (llma) hektar dengan 1

{satu} SIPD kepada perusahaan perorangan. = H |

(2) Pemohon SIPD dengan luas wilayah, dapat d1berikan 50 (hma puluh) hektar'dengan 5

(lima) SIPD yang masing-masing luasnya 10 (sepuluh) hektar kepada kope
(3) Pemohon SIPD dengan luas wilayah, dapat diberikan makslmali1 000
dengan 10 (sepuluh) SIPD yang masing-masing luasnya 100} (semtus)

rasi.
(senbu) hektar
hektar kepada

Badan dengan menyampaikan laporan keuangan yang telah dxaudlt oleh :akuntan publik

dan jaminan kesungguhan. LSRN

(4) Pemohon SIPD sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dapat
satu jenis bahan gilian. g

c|ii_t_>er|kan untuk

| A :
(5) Pemegang SIPD dapat menciutkan atau mengurangi wllayah SIPD yang dimohon dengan
mengembalikan sebagian atau bagian- baglan tertentu dan wﬂayah S PD yang"dimaksud

dengan persetujuan Kepala Daerah.

- » i
pe o




' BEER AR NES 1 I B
L
 BABX
TATA CARA MEMPEROLEH DAN BERAKH_IR_NYA;S]_PD{ ! !
Pasal 12 AN
(1) Permohonan untuk memperoleh SIPD diajukain secara ter’(dl{s kepada Kgpala Daerah.
(2) Hanya permohonan yang memenuhi persyaratan yang§,dap@t};'dipertimbangkan dan
diproses lebih lanjut. _ . EER SRR 1 ]
(3) Tiap-tiap jenis Bahan Galian dalam satu wilayah Pertambangan |diajukan satu
permohonan 5IPD. N

(4) Permchaonan SIPD se

bagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat f1) fqa{q|ayat:(2) harus

dilampiri Peta Wilayah lokast yang dimohon:yang menunjukkan| batas-batasnya secara

jelas dengan Skala Peta 1 : 1.

yang bersangkutan.
(5) Untuk permohonan SIPD se

Peta Wilayah yang dimchon, yang menunj

1 : 10.000 ¢

bersangkutan.
(6) Apabila untuk wilayah sama

maka yang pertama-tama mendapat penyel

Pasal ; 13

Dengan memajukan permoh
memilih domisili pada Penga

. S
BTt :
-

Pasal'14

(1) Pemegang SIPD dapat menyerahkan kembali SIPD-nya dengan

bagaimana dimaksud pada Pa:s._a'lf 11 a'y.—Lt
ukan batas-batasnya secara
satu berbanding ‘sepuluh .ribu ) dengan;memuat

' i

diajukan oleh beberapa pemohon y‘aiigmI
esaian ialah pemohon pe

i

onan SIPD, maka pemohon dengé_n:sélflaiiririﬁq in?cfeny

dilan Negeri yang berkedudukan di !l;ykqtei Paelr!ah. ,
HE | il i

{pérpyataan tertulis kepada

r;ta

000 ( satu berbanding seribu ) deingfm| memuat peta situasi

(3)|harus dilampiri
jelas dengan skala
pe|l|:a situasi yang
émenuhi syarat,
m

atgkan telah

Kepala Daerah dengan alasan-alasan yang cukup sehingga SIPD,itu dl'ikér'n:ﬁalikah.

(2) Pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah ada Keputusan_l_(eﬁalra IDaé'rqh.! :
Pasal 15 S |
pbg e
SIPD dapat ditarik atau dicabut oleh Kepala Daerah apabila 'pb'mggqngl;gl?p tidak mentaati
ketentuan dan syarat yang tercantum dalam SIPD dan atau peraturan beg‘uhdang-undangan
yang berlaku . - a;| THIE

Pasal 16
tidak diberikan perpanjangan, ma

Pasai 17

{1)J1‘ka SIPD berakhir karena sesuatu hal sebggaimana dlmarksud pa

dan Pasal 15 maka : :
a. Segala beban yang menjadi t
Hukum;

Wilayah Pertambangan beralih kepa
Negara; :
Segala sesuatu
kelanjutan penambangan bahan g
Daerah tanpa penggantian kerugian kepada pemegang S_IP‘DI;;

t

anggung jawab pemeg'ané%SI:ij
b. da kekuasaan Pe_ﬁ;léﬁnia

C.

H
i
1
|
i

Apabila waktu yang ditentukan dalam SIPD telah berakhjr_éeda::jgkhfq ;ur{tu
ka SIPD tersebut berakhir menurut huk

d

yang digunakan untuk pengamanan bangyhénjngh
alian menjadi hak dan tanggu

1
]

7
diselesa

1]

h' Daerah bagi Tanah

1

intuk SIPD tersebut
l.lli'f.l ;_

:Ia;sal 14 ayat (1)

i

jkan menurut

i

i '
gunan Tambang dan

ng jawab Pemerintah
; H . :
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d Badan atau perorangan pemengang SIPD dalarn wﬂayah Pertambangan tersebut harus

" menyerahkan semua klise dan bahan-bahan Peta, Gambar gambar
- kepada Kepala Daerah dengan tidak dapat menuntut ganti rugi. | i |

TRt

Uku ran Tanah

(2) a. Kepala Daerah menetapkan waktu dalam mana pemegang; SIPD), | terakhrr,*dlbenkan
" kesempatan untuk memindahkan/ mengangkut sesuatu’ yang menjadi hak' miliknya,
kecuali barang-barang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C. -

ntuk kepentmgan .

: f

Kepalal Daerah.

b. Segala sesuatu yang tidak dipindahkan atau tidak d1angkut dalarr batas waktu yang
telah ditetapkan akan menjadi milik Pemerintah Daerah:!i:, (][]
(3) Menyimpang dari ayat (1) diatas maka bitamana SIPD dlbatalkan deml u
daerah, maka kepada pemegang SIPD diberikan ganti rugi yang wajar | :
' (4) SIPD dapat dipindahkan kepada Badan atau perorangan lam dengan Iz n
TATA CARA PEMUNGUTAN L -

_ Pasal 18 _ : 2k

- {1) Pungutan retribusi tidak dapat dlborongkan. 3 ! 1k

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat 'Ketetapan RetnbusnsDagrah (SKRD) atau’
dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat Ketetapan Retribusi [Jaerah Kurang Bayar

Tambahan (SKRDKBT), NN HE ._
',PENGAWASAN :“Tr;_gg g
Pasal 19 f ; :
Pengawasan usaha pertambangan meliputi : A
a. Pengawasan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pe'ngangkutan dan
penjualan; | U T S !H“ ‘
b. Pengawasan tekms penambangan, keselamatan kerja dan l1ngkungan hidup.
. . f { .
' | Pasal 20 i;__f i
. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada | Pasal 19 huruf a dan ib d:laks}arfakafn oléh Pejabat
- yang ditunjuk oleh Kepala Daerah R o _‘._.1; b 3 I
| saBxn
SANKSI ADMINISTRASI SRR
| S CoPasal21
_ ¥ : |
- Dalam hal Wapb Retnbusi tidak membayar tepat pada waktunya at‘i kurang membayar, .

dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) setlap bulan dari

Retribusi yang terutang atau kurang dlbayar dan dltaglh dengan mengsfu

1akan Surat Tagihan

Retnbusi Daerah (STRD) SRR
;’; RUE I
: BABXIII '
TATA CARA PEMBAYARAN ‘ l o
Pasal 22 S Hi i
: . . - . : ,. i ., i T .
(1) Pembayaran blaya admimstrasi harus d1luna51 sekahgus pada saat pe gambllan SIPD.
(2) Tata cara pembayaran , pungutan, ternpat pembayaran Retnb si| | diatur dengan

Keputusan Kepala Daerah

!‘ ‘!
PR

et et TR A e




C BABXV it
PENYIDIKAN f_;_g;_ ot
Pasal 23 LU

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dllmgkungan Pernerintah D:aer;\h _':diberikan

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyldlkan SIPD
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : JHRE
a.

. dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi’ ; ataquérusahaan tentang

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau menelltl, mencari

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan t1|n lali( pildana Retribusi
Daerah; SR IS N1 .

. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pnbadi atau perusahaan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; |- | H;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah serta rnelakukan penyitaan terhad‘ap barang bukti
tersebut;

. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan

dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyltaan terhadap bahan bukti
tersebut; b o

. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidlkan tindak
- pidana di bidang Retribusi Daerah;

- Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identiias orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;!* | ] :

Mematret seseorang yanag berkaitan dengan tindak pidana. Retnbus1 Daerah
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan d1penksa sebagalltersangka atau
saksi; . r;; SRR P

i.! Menghentikan penyidikan; - | SR
j’

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyldil«.an tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat d1pertanggung]awabkan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan d:mblamya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut!; Umu , } sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang»undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Hukum Acara

Pidana.

y

i | :

_ b }
BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

é

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagalmana dlmaksud pada
Pasal 8, Pasal 15 dan Pasal 21 sehingga merugikan keuangan:Daerah diancam Pidana/
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda palmg banyak Rp 50, 000, 000 -(lima

i
i

puluh juta rupiah). RRSHEN

| :
(2) Pemungut Retribusi yang menya!ahgunakan wewenangnya atau mariipulgsl data tagihan
serta menggelapkan dana hasil pungutan sehingga rnerug1kan keuangan daerah akan
}

dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang Undang yang berlaku
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

|. i :
I i
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BAB XVI EERHE
KETENTUAN PERALIHAN -~ (- | 1i]
Pasal -25 SHBSN S N ié

Semua SIPD yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah|1m

tetap bertaku dan

selambat-lambatnya dalam jangka waktu & (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini
berlaku di wajibkan menyesualkan dengan ketentuan yang tercanturr ‘dalam Peraturan

Daerah ini. . N
BAB XVl |
KETENTUAN PENUTUP  ~ [i: | 1] |
| Pasal 26 | ‘ | |
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengénai pe_lakéanaannya
akan diatur tebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerahl i
Pasal 27 | .g_; ShIE

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka KeputusanIPenjabat Bupati Bombana
Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Daerah Kabupaten Buton

il

khusus mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor, i27: 'Iahun 2001 tentang
Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dlcabut dan dinyatakan tidak

berlaku. SN l_
Pasal 28 i

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memermtahkan pen

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten

sl
t
'.|§

Diundangkandi Rumbia
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan o i | l
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